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ABSTRACT

During this time an integritiy systems designed by the state, when a corruption has accurred and a new set of sanctions accompanying from, thus making the circle of corruption becomes systemstic.  Renconstruct corruption based on the text, and the theory of corruption is not only interpreted  semantically but also could see a growing phenomenon.  There is something that escaped the attention of the state that the integrity of the anti – corruption turned out to be originated from the indigeneous culture of each region, by using the theory of public  administration ethics and four indicators of the OECD (organization for Economic Co- operation and Development ) in the components of  Integrity document : data and National integrity system  but based locally for the lowest government,  which is Nagari or Desa. Everything was learned from several villages with few options of different indicators in order to getting sharp analytical model of the anti- corruption system integrity but the princip keep promoting local cultural values.
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Theme: ( Public Policy and Governance)
A. Pendahuluan 

Fenomena sosial tentang  sistem integritas nasional  berbasis lokal yang menjadi inti dari penelitian ini diadopsi dari tulisannya Jeremmy Pope tentang membangun sebuah sistem integritas nasional  yang diibaratkan seperti sebuah kuil di Yunani (Jeremy Pope, 2007: 67-68)
.  membangun sebuah pilar - pilar yang tepat bagi masyarakat yang ingin melaksanakan pemerintahan sendiri dan berdasarkan tanggung gugat. Pilar – pilar tersebut adalah: eksekutif, parlemen, peradilan, pelayanan publik, lembaga pengawas, masyarakat sipil, media massa dan organisasi internasional.

Hal ini kemudian dipertegas oleh  Tengku Rika dkk dalam penelitiannya (Tengku Rika dkk,2012) bahwa, di dalam nagari, perangkat nagari dan masyarakat serta lembaga nagari  ternyata bisa membuat sebuah komitmen bersama dengan cara mereka mengadopsi nilai nilai budaya lokal dalam membangun nagari dengan memakai prinsip integritas (anti korupsi).  Sehingga menurut peneliti  Nagari menjadi kajian yang cukup menarik untuk diangkat kepermukaan dalam kaitannya dengan proses pembangunan integritas nasional berbasis lokal, karena fenomena demokratisasi untuk membangun integritas berbasis lokal  di nagari  lebih menuju pada analisis  sebuah transisi demokrasi pada tingkatan grasroot. 
Berdasarkan permasalahan diatas dengan segala kompleksitasnya cukup menarik dijadikan sebagai penelitian yang mendalam dan peneliti merumuskannya dalam pertanyaan  kunci yaitu:  Bagaimana  membuat nagari sebagai model elemen sistem  integritas nasional  anti korupsi yang berbasis lokal di Sumatera Barat ?

Dari kerangka teori yang penulis gunakan, sebenarnya diarahkan pada dua hal yaitu: pertama ingin me-review sejumlah perspektif (pendekatan) yang menjelaskan tentang korupsi dan akan menampilkan perspektif yang berbeda yang lebih memadai untuk membantu penulis sebagai peneliti menganalisis, menemukan model integritas nasional berbasis lokal pada kasus: nagari di Sumatera Barat dengan menghidupkan kembali potensi pilar-pilar kelembagaan di tingkat lokal.   Kedua. Teori yang digunakan dalam penelitian ini berawal dari sejumlah hasil penelitian sebelumnya (Tengku Rika dkk, ibid) yang dibangun bahwa, terdapat berbagai penyalahgunaan kekuasaan pada negara sampai ke pemerintahan lokal dengan terbangunnya sebuah institusi yang korup. Sistem institusi yang korup pada lembaga negara dari tingkatan pusat sampai lokal dianggap sebagai akumulasi dan dijadikan  sebagai patokan awal merumuskan rule models integritas anti korupsi

 Ada beberapa previous Studies  yang peneliti gunakan guna untuk membantu membangun analisis data nantinya yaitu penelitian Yemane Desta tentang Desain strategi anti korupsi (Yamane Desta, 2004 dalam Saiful Deni, 2010:87), Desta menjelaskan dalam penelitiannya untuk mengetahui strategi anti korupsi dalam memberantas korupsi di negara berkembang khususnya di Etria dan menilai relevansi bagi negara merdeka baru yaitu dengan mencermati opini dari pejabat publik menggunakan empat kategori yaitu (1) reformasi ekonomi pasar: (2) reformasi adminitrasi birokrasi. (3) reformasi peningkatan akuntabilitas dan transparansi : (4) reformasi peningkatan akuntabilitas politik.

Berbeda dengan penelitian Sizathu Tosca Cwati, berbicara tentang comparing anti- corruption Strategies in South africa’s Western and Eastern Cape Province (Cwati dalam Saiful Deni, 2010:86-87). Cwati menjelaskan bahwa dalam pembangunan demokrasi baru di Afrika Selatan. Proses korupsi menjadi hambatan pembangunan di sektor publik. Studi ini mebandingan strategi anti korupsi di provinsi Western Cape dan Eastern Cape dengan fokus adalah administasi provinsi pada dua provinsi tersebut.

Selain itu Teori Etika Administrasi Publik, peneliti tempat sebagai varibel terdepan, dalam teori etika administrasi publik, peneliti menggunakan tiga pendekatan (1) Teori Teleologi dalam perspektif etika administrasi publik, (2) Teori deontologi dalam perspektif Administrasi Publik, (3) Teori Virtue ethics (Etika Kebajikan).  Dalam Konteks etika administrasi publik teleologi menekankan kepada sebuah kerangka pikir dan aktivitas dapat bernilai dan berimplikasi pada tujuan-tujuan kebijakan publik dan pelayanan yang terbaik. Menurut Pops (Pops, 2001 dalam Saiful Deni,2010:67-68) teori etika teleologi merupakan seperangkat nilai yang didasarkan pada moralitas seorang penguasa, kekuasaan organisasi serta pengetahuan. Lebih lanjut Pops menegaskan bahwa satu hasrat dapat menghasilkan moralitas yang berpengaruh pada aturan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan dan secara khusus memiliki kepentingan bagi administrator.   Pengaruh yang dimaksudkan Pops dalam konteks administrasi publik adalah (1) aktivitas kebijakan pemerintahan untuk menegakkan hukum bagi kepentingan politik, (2) dalam praktik administrasi publik bermaksud untuk menekankan kepada hasil dan kepentingan yang menguntungkan stakeholder secara kolektif, (3) sikap etika dalam melayani dengan baik untuk menggambarkan dan mempertahankan motivasi dalam menstabilkan kebutuhan, proses yang diambil pemerintah berupa aktivitas kebijakan, (4) prinsip dan kebiasaan yang lazim yang mengatasnamakan peraturan tidak secara langsung berhubungan dengan konsekuensi.
Teori Deontologi dalam Etika Administrasi, menurut Rasuanto (Rasuanto 2005 dalam Saiful Deni, 2010:67-70) dimana aliran deontologi menekankan kepada kewajiban dan motif yang mendasari suatu keputusan yang diambil oleh pejabat birokrasi. Dalam akonteks administrasi publik, teori etika deontologi dibangun dalam tiga ranah utama. (1) membangun prinsip-prinsip dalam praktek para administrator publik, (2) membuat aturan main, (3) membuat regulasi.
Teori Virtue Ethics dalam etika administrasi merupakan kritik dari teori sebelumnya, dimana teori Virtue Ethics berpandangan bahwa suatu kebaikan atau keburukan tidak tergantung kepada konsekuensi teleologi dan deontologi. Virtue Ethics (Etika kebajikan) menurut Annas (Annas, 2006 dalam Saiful Deni, 2010:72-73) merupakan objek utama evaluasi kejujuran dan karakter dalam penyelenggaraaan pemerintahan
B .Metodologi

Penelitian Rekonstruksi Pemberantasan Korupsi Berbasis Lokal Pada Nagari Di Sumatera Barat Dengan Memakai  Model Etika Administrasi Publik pada kasus ini, peneliti memakai metode Grounded Theory (Crobin dan Strauss,1988;1990, dalam Denzin and Lincoln,2000:351) 
 dengan format mendapatkan data selain turun lapangan.  Untuk memperkuat alasan penggunaan metode dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada pendapatnya Anselm Staraus dan Juliet Crobin (Denzin and Lincoln, 2000: 350)  bahwa dalam penelitian Grounded Theory akan menghasilkan sebuah teori yang padat secara konseptual dan variatif,  metode grounded theory dirancang sebagai hanya  alat bantu bagi  peneliti agar dapat memproduksi teori secara konseptual dan sifatnya sangat padat.  Dalam analisis ini nantinya teori etika adminitrasi publik yang peneliti pakai untuk membedah masalah ini akan kaya dengan pengembangan dan hubungan antara variabel, dan juga nantinya akan berhubungan dengan kedalaman analisis dan menelaah data secara sistematis. Hubungan tersebut dipaparkan sebagai proposisi sebagaimana didalam penelitian kualitatif lainnya melalui sebuah tulisan yang bersifat deskriptif dan konseptual (Glasser dan Strauss,1967:31-32; Strauss, 1987: 263-264 dalam Denzin and Lincoln,2000: 355)

C. Hasil Dan Pembahasan 
1. Analisis Kasus Korupsi Yang Terjadi Pada Pemerintahan Nagari Di  Sumatera Barat

Indonesia pemahaman korupsi mulai diarahkan atau diasosasikan pada masalah uang. Korupsi dalam pandangan KPK, lebih melihat pada hukum atau tindakan pidana korupsi dimana terjadi kerugian pada keuangan negara, suap menyuap, penggelapan, pemggadaan dan grativikasi (KPK,2006). Biasanya korupsi atau modus dari perbuatan korupsi pada pemerintahan menurut analisa peneliti mengarah pada dua hal yaitu: (1) korupsi administrasi yaitu korupsi yang terjadi dalam situasi misalnya jasa atau kontrak yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (2) korupsi yang terjadi dalam situasi transaksi  yang berlangsung untuk melanggar peraturan yang ditetapkan.

Khusus untuk Penelitian tentang Rekonstruksi Pemberantasan Korupsi Berbasis Lokal Pada Nagari Di Sumatera Barat peneliti memulai dengan menganalisis  terminologi korupsi dengan menjelaskan kasus – kasus korupsi yang terjadi pada tingkatan pemerintah lokal (nagari) di Sumatera Barat. Tujuannya adalah untuk memperkaya temuan data dan kemudian locus penelitian peneliti arahkan pada:  (1) Nagari dengan yang mempunyai pengalaman menyelesaikan kasus korupsi yaitu Nagari Kapau, Kabupaten Agam.  (2) Nagari dengan kemamapuan pengelolaan keuangan dan pemerintahan Nagari yang berjalan baik yaitu Nagari Pariangan Kabupaten Tanah Datar (3)  Nagari yang yang terindikasi kasus korupsi periode 2005-2010 tapi tidak “terekspose” ke media yaitu Nagari Panyakalan Kabupaten Solok.

Peneliti mencoba membangun sebuah asumsi bahwa konsep pemerintahan terendah seperti Nagari yang dikembangkan di Sumatera Barat seperti kehilangan makna, ketika Negara masuk ke Nagari dengan seperangkat aturan yang menciptakan Nagari menjadi terjebak sebagai perangkat birokrasi. Dalam konteks ini Nagari menjadi lahan yang subur bagi praktik korupsi, apalagi dengan adanya anggaran dana alokasi umum nagari (DAUN) berkisar Rp 100 – Rp 200 juta yang berasal dari APBD dikucurkan pada masing-masing Nagari. Penggunaan anggaran nagari ini diserahkan kepada Pemerintahan Nagari. Ketentuan yang dibuat oleh pemerintah daerah (Kabupaten) dalam pengelolaan keuangan Nagari lebih banyak bersifat administratif, tetapi sangat minim dengan evaluasi secara substantif. Lemahnya pengawasan dari pemerintah Kabupaten serta ketiadaan lembaga hukum di tingkat nagari membuat birokrasi Nagari dapat melakukan apapun tanpa adanya pengawasan. Hal serupa peneliti bandingkan dengan hasil temuan data penelitian dengan LBH, dimana menurut LBH dengan semangat otonomi daerah sekarang ini ada semacam ambiguitas dalam memaknai peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga menyebabkan banyak salah “tafsir “ terhadap peraturan yang ada 

Berkaca pada tiga lokus nagari penelitian
, untuk Nagari Kapau Kabupaten Agam, memiliki pengalaman yang menarik untuk dikaji, ketika masyarakat Nagari dapat melakukan pemberantasan korupsi di birokrasi nagari tanpa memerlukan lembaga khusus yang berwenang dan lembaga hukum lainnya. Masyarakat nagari Kapau pada tahun 2010 berhasil mengungkap kasus korupsi yang dilakukan oleh Wali Nagari, yang berakhir dengan pemberhentian wali nagari (Tengku Rika dkk, Jurnal Bisnis Birokasi Vol 20, No 2, Mei 2013)
. Masyarakat Kapau memiliki perhatian dan partisipasi yang cukup tinggi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Nagari, hal ini dibuktikan dengan hadirnya kontrol publik terhadap pemerintahan nagari. Tuntutan beberapa wakil masyarakat untuk keterbukaan informasi dari wali nagari periode 2006-2012 tentang penggunaan dana pembangunan jalan nagari dan dana goro badunsanak 2008 menjadi salah satu praktek nilai transparansi yang nyata di Nagari Kapau (Surat pengaduan LPMN tentang tindakan Wali Nagari tanggal 27 Maret 2009 kepada Bupati Agam).  Wali Nagari sebagai pemimpin di nagari tidak dapat sewenang-wenang dalam melaksanakan pemerintahan karena ada kontrol publik terhadapnya, penilaian masyarakat terhadap kinerja Wali Nagari dan jajarannya menjadi indikator bagi keberhasilan seorang pemimpin. Penilaian kinerja yang buruk oleh publik terhadap wali nagari Kapau periode 2006-2012 menjadi salah satu poin pengaduan warga kepada Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari. Keberadaan ninik mamak VI suku menjadi jembatan bagi masyarakat yang menuntut pengusutan indikasi kasus korupsi tersebut (Tengku Rika dkk,2011; Tengku Rika dkk, Jurnal Bisnis Birokasi Vol 20, No 2, Mei 2013) 
Berbeda dengan nagari Pariangan ada temuan menarik yang peneliti deskripsikan, bahwa untuk meminimalisir supaya tidak terjadinya tindakan korupsi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar membuat  keputusan Bupati No 13 tahun 2012 tentang pedoman Pengelolaan keuangan Nagari  dengan cara membuat sebuah rencana kegiatan Nagari. Walaupun dalam Keputusan Bupati No 13 Tahun 2012 tersebut wali nagari adalah pemegang kekuasaan penggelolaan keuangan nagari dan mewakili pemerintah nagari dalam pemilikan kekayaan nagari
, tetapi tetap ada evaluasi yang dilakukan oleh bupati terhadap peggelolaan keuangan nagari

Dari dua lokus nagari yang telah peneliti  deskripsikan sebelumnya, untuk  nagari Panyakalan memiliki kasus yang unik. peneliti membuat sebuah istilah ada “pembiaran untuk melakukan tindakan korupsi ”
 yang dilakukan oleh wali nagari periode 2006-2011. Dimana tidak ada sama sekali bentuk laporan pertanggungjawaban selama 5 tahun periode pemerintahan nagari. Pembangunan yang dilaksanakan di nagari tidak sesuai dengan program dan anggran yang telah di buat (data wawancara dengan ketua Bamus dan Wali nagari periode 2011-2015).   Menariknya  disini sampai periode sekarang prinsip kekuasaan sebuah pemerintah nagari dan wali nagari, terikat pada peraturan daerah, instruksi bupati dalam bentuk tupoksi dan kewenangan.  Padahal  prinsipnya segala bentuk aturan tersebut akan meminimalisasi lahirnya sebuah kebijakan yang sifatnyan tumpang tindih, sehingga pemerintah daerah mempunyai kekuatan ”memaksa” untuk menerapkan segala bentuk aturannya.   menyorot kewenangan antara wali nagari dengan perangkat dan dengan lembaga lainnya di nagari Panyakalan.

2. Mendudukan Kembali Makna Korupsi Dalam Etika Administrasi Publik Dengan Tujuan model ”Rekonstruksi Kembali”  Apa Yang Harus Dilakukan Oleh Elite Nagari Dan Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Korupsi. 
Rendahnya akuntabilitas birokrasi publik Salah satu penyebab maraknya praktik korupsi di Indonesia (Kumorotomo, 2005:5).  Korupsi dalam Etika Administrasi Publik memiliki relevansi dalam bentuk aksi, atau menurut Simon (Simon, 2004 dalam Saiful Deni,2010:124) perbuatan korupsi sebagai suatu penyimpangan perilaku para administrator dalam mengambil keputusan dalam organisasi pemerintahan. Sebaliknya studi korupsi dalam konteks etika administrasi publik juga dapat dioreantasikan untuk mengurangi potensi korupsi (Frederickson,1993 dalam ibid), birokrasi memerlukan kepekaan etika untuk menjalankan kepentingan masyarakat ( Henry, 1998, ibid).

Berkaca pada teori diatas dalam melihat tiga locus penelitian untuk merepresentasikan “rekonstruksi” kembali apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pejabat publik dalam pencegahan tindakan korupsi pada pemerintah paling bawah (nagari/desa), peneliti menemukan analisis yang berbeda antara Nagari Kapau di Kabupaten Agam, Nagari Pariangan di Kabupaten Tanah Datar dan Nagari Panyakalan di Kabupaten Solok. 

Untuk Nagari Kapau kalau kita memakai konsepnya etika Administrasi publik berkaca dari kasus korupsi wali nagari, terlihat ketika adanya kerjasama antara lembaga nagari dalam hal kekuasaan dan kewenangan, sehingga antara satu lembaga nagari akan mengontrol lembaga nagari yang lain seperti pada gambar 1:
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Gambar 1: Hubungan kekuasaan dan peran masyarakat dalam pengawasan Pemerintahan Nagari Kapau
Dari logika gambar (1) diatas peneliti melihat bahwa Wali Nagari sebagai perangkat eksekutif harus bisa bekerja sama dengan Bamus sebagai lembaga legislatif. Sehingga pada prakteknya ketika wali nagari melakukan indikasi korupsi dana anggaran nagari, maka dari itu  Bamus Nagari Kapau bisa  memberikan ”mosi tidak percaya-nya” pada wali nagari, terbukti melalui surat Bamus kepada Bupati Agam No. 050/Bamus/KP-2009 tentang permohonan percepatan pemberhentian wali nagari Kapau periode 2006-2012 dan ditindak lanjuti dengan surat Camat Tilatang Kamang ke Bupati Agam dengan No 100/96/pem/XI-2009 tentang pengusulan pemberhentian wali nagari Kapau (Edi Gusrianto) sebagai wali nagari Kapau.    

Menurut peneliti kalau kita memakai konsepnya Frederickson (1993) berkaca pada kasus nagari kapau,  tujuan etika adminisitrasi dipakai dalam mengurangi potensi korupsi pada perintahan nagari yaitu masyarakat Kapau sudah bisa mengontrol jalannya pemerintahan kearah yang lebih baik dalam bentuk kejelasan layanan akses publik dalam bentuk pemilihan kembali wali nagari defenitif tanpa diwarnai konflik dan keterlibatan aparat hukum didalamnya. Alasan peneliti mengasumsikan  demikian, ketika peneliti  memakai pendapatnya Alatas dalam (Syaiful Deni: 2010:223) tipe korupsi yang dilakukan oleh wali nagari digolongkan kedalam model korupsi yang Autogenik yaitu korupsi yang dilakukan oleh individu, karena mempunyai kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Analisis ini sangat bertolak belakang menurut peneliti ketika berkaca pada nagari Pariangan. Nagari Pariangan memberikan porsi yang lebih utama kepada kasus kasus korupsi, dan  harus dibahas sebelum korupsi itu terjadi. Sehingga tujuh (7) identifikasi korupsi menurut Alatas bisa dihilangkan yaitu (a) korupsi transaktif 
, (b) korupsi ekstortif
, (c) korupsi investif 
, (d) korupsi nepotistic
 (e) korupsi autogenik
, (f) korupsi defensif
 (Morgan, 1998 :12 dalam Saiful Deni,2010:  222)
 Karena ketika pemerintah Kabupaten Tanah Datar membuat peraturan No 13 tahun 2012 tentang pengelolaan keuangan nagari peneliti mengasumsikan adanya tindakan preventif yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten (bupati) selaku penanggung jawab keuangan nagari antisipasi supaya tidak terjadi adanya keuntungan dari beberapa aktor negara yang beraktivitas pada birokrasi pemerintahan.
Nagari Panyakalan menurut peneliti dengan kasus yang dijelaskan sebelumnya, dan ditambah lagi dengan ketidakjelaskan kewenangan yang dimiliki oleh masing masing aparatur nagari,  peneliti mencoba menawarkan sebuah  ide dasar yang bisa dijadikan sebagai petunjuk bagi pemerintah daerah dalam merekonstruksi kembali aturan untuk pencegahan tindakan berbuat korupsi dengan memakai pendapatnya Syaiful Deni yaitu (a) adanya pemahaman yang sama dari pada actor yang duduk di pemerintahan tentang latar belakang sejarah dan praktek kecenderungan actor tertentu berbuat korupsi, karena penulis berasumsi pemahaman tentang korupsi dapat berubah sewaktu waktu, korupsi tidak lagi diindetikan dengan penyalahgunaan keuangan negara, tetapi untuk saat sekarang ini korupsi juga di identikan dengan kelalaian dan ketidak jelasan dalam hal pelayanan publik pada masyarakat. (b) etika administrasi publik dapat digunakan sebagai landasan untuk membuat keputusan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga rekonstruksi antisipasi korupsi oleh aktor yang ada di nagari dan aktor yang ada dipemerintahan  dapat dilakukan secara prevensi dan reprensif.

Mendukung pernyataan Siagian dalam Syaiful Deni, peneliti juga menemukan kesamaan asumsi dari hasil penelitian di tiga lokus dengan karakteristik nagari yang berbeda dan pemerintah daerah yang lain bisa berkaca untuk mencari solusi permasalahan dengan menggunakan model yang peneliti tawarkan ini,  bahwa sebenarnya  untuk mengungkap kasus korupsi pemerintah daerah harus bersandar pada awalnya dengan beberapa motif penyebab korupsi. Banyak  motif  yang nantinya akan melahirkan patologi birokrasi kearah indikasi untuk berbuat korupsi,  menurut peneliti  pemerintah daerah ( baca: Bupati/walikota) dan pemerintah Nagari ( baca: wali Nagari/kepala desa/Lurah) harus bisa bersinergi mewujudkan konsep anti korupsi ini. Mendukung pendapatnya Siagian (1994) dan analisis berdasarkan temuan data di lapangan menurut Siagian dalam Syaiful Deni,  ada lima (5) kategori dari patologi birokrasi dengan berbagai alasan dan aksinya, yaitu: (1) patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial pejabat di lingkungan birokrasi. (2) patologi yang disebabkan oleh kurangnya atau rendahnya pengetahuan dan ketarampilan para petugas yang melaksanakan kegiatan operasional (4) patologi yang timbul karena tindakan para anggota masyarakat yang melanggar norma- norma dan peraturan perundang- undangan yang berlaku (4) patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrat secara disfungsional atau negatif (5) patologi yang merupakan akibat dari situasi internal dalam berbagai instansi dalam lingkungan pemerintahan. Dilihat dari lima patologi tersebut peneliti berasumsi kalau pemerintah daerah dan pemerintah nagari mempunyai keinginan untuk memberantas korupsi maka harus dilihat terlebih dahulu akar dari korupsi dan jejaring korupsi yang dilakukan oleh aktor atau elite tersebut. Lingkaran sistemik etika administrasi publik dalam reduksi anti korupsi bisa digunakan untuk melihat indikator apa yang harus dilakukan oleh pihak yang “menyelesaikan” sehingga  korupsi tidak berujung penyelesaiannya pada konflik. 

Tetapi menurut analisis peneliti potensi besar indikasi korupsi untuk kasus di Sumatera Barat tersebut ternyata bisa dihapus dengan mengukuhkan kembali makna integritas anti korupsi di lembaga pada tingkatan lokal yang selama ini hanya menjadi tambo dan budaya yang dibaca saja tanpa dipahami lebih lanjut makna yang  tersirat didalammnya.  Yaitu: Pertama keterbukaan akses publik terhadap informasi birokrasi menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan publik.  Kedua kemauan birokrasi sendiri dalam mengintegrasikan nilai-nilai masyarakat kedalam budaya birokrasi itu dengan mengurangi resistensi terhadap upaya untuk membentuk aturan yang mengatur perilaku pejabat nagari berbasis nilai-nilai adat. Persyaratan ini membutuhkan pelembagaan yang baik dalam diri birokrasi, baik dalam bentuk aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi acuan etika bagi semua pejabat Pemerintahan Nagari maupun masyarakat dalam mengelola pebangumana nagari. Pelembagaan menjamin terjadinya kepastian keberlanjutan sekaligus upaya reformasi terus-menerus bagi pencapaian tujuan. Pelembagaan di sini bukan hal yang mudah. Setiap perubahan semestinya merupakan sebuah keputusan kolektif yang diterima oleh semua pihak.
Belajar dari kasus pemberantasan kasus korupsi di nagari Kapau ini, tindakan preventif sebelum korupsi terjadi untuk nagari pariangan dan pembiaran terhadap aktor nagari untuk berkorupsi tanpa ada solusi pencegahannya yang terjadi di nagari Panyakalan, ada beberapa hal yang perlu dicatat sebagai potensi cara dalam memberantas korupsi. Pertama nagari memiliki nilai-nilai kultural yang mampu menciptakan struktur masyarakat dan kekuasaan yang menjadi kekuatan untuk dapat mengontrol kerja birokrasi Pemerintah Nagari formal yang dibentuk oleh aturan negara. Dalam kerangka ini, nilai dan lembaga tradisional merupakan kekuatan yang potensial sebagai instrumen pencegah tindakan korupsi yang memang sangat kental dengan birokrasi Indonesia. Namun nilai-nilai kultural ini tidak dapat digunakan jika pemerintahan tidak memiliki orientasi perubahan paradigma yang memperhatikan lingkungan. Harapan pelembagaan nilai-nilai kultural (adat) sebagai aturan legal untuk mengontrol perilaku pejabat/aparatur nagari menjadi suatu rekomdasi yang perlu dipertimbangkan. Kedua partisipasi merupakan kata kunci utama bagi wali nagari dan perangkat adat serta perangkat pemerintahan untuk membangun konsep kesadaran publik dalam penyelenggaraan pemerintahan (birokrasi). Setiap warga atau elemen-elemen masyarakat mempunyai kesempatan dan hak untuk melakukan pengawasan (kontrol) terhadap jalannya pemerintahan maupun pengelolaan kebijakan dan keuangan pemerintah.  Ketiga peranan kesadaran publik dalam mengontrol kerja birokrasi bisa menjadi efektif meskipun tanpa adanya lembaga hukum secara formal. Penciptaan kesadaran publik dapat dikembangkan dengan menguatkan nilai-nilai kultural dan moral yang menganut kejujuran. Jika kesadaran sudah tercipta akan mengerakkan keberanian publik untuk melakukan tindakan sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut. Keempat, berfungsinya kelembagaan pemerintah nagari secara tepat dengan pembagian fungsi dan kewenangan yang dapat bersinergi dengan lembaga kemasyarakatan. Pengoptimalam fungsi kelembagaan sosial dalam masyarakat sebagai jembatan antara pemerinatah formal dengan masyarakat nagari. Potensi besar indikasi korupsi tersebut ternyata bisa dihapus dengan mengukuhkan kembali makna integritas anti korupsi (Pope, 2007) di lembaga pada tingkatan lokal yang selama ini hanya menjadi tambo dan budaya yang dibaca saja tanpa dipahami lebih lanjut makna yang tersirat didalammnya. 
3. Kesimpulan Dan Saran 

3.1  Kesimpulan  

Dengan berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah diatas   berikut ini peneliti menyajikan beberapa simpulan yaitu: merenkonstruksi korupsi berdasarkan teks, dan teori korupsi ternyata tidak hanya ditafsirkan secara redaksional tetapi juga melihat fenomena yang berkembang. Untuk kasus Sumatera Barat, kiranya tidak terlalu berlebihan jika ada yang menyatakan praktek demokrasi yang tercermin dalam pergaulan sosial politik dan unsur – unsur nilai integritas berbasis lokal dikomunitas masyarakat paling dasar di Sumatera Barat  adalah nagari.  

Berbicara tentang konsep nagari  dan pemerintahan nagari di Sumatera Barat, seketika kita dihadapakan pada sebuah bentuk pemerintahan lokal yang unik dan berbeda ketika masih berdesa dulunya. Dengan kembali bernagari berarti kita berbicara tentang adat, budaya dan otonomi pembangunan yang mandiri yang berdasarkan karakteristik nilai nilai lokal setempat dan itu dihormati serta diakui oleh pemerintah pusat. Nagari diibaratkan seperti republik mini sebuah miniatur negara yang terangkum dalam nagari seperti wali nagari dan perangkatnya sebagai eksekutif, Badan musyawarah nagari sebagai unsur legislatif dan Kerapatan Adat Nagari sebagai unsur yudikatif. 
3.2 Saran 

Banyak fenomena budaya (nilai lokal)  yang sebenarnya tersimpan rapi tanpa dipraktekan.  sekali lagi ada sebuah perjuangan yang keras yang harus dilewati masyarakat dan elite lokal  (nagari/desa/keluarahan/marga/subak)  untuk menjadikan pemerintah khas lokalnya sebagai cerminan anti korupsi. Berbagai kalangan mempunyai semangat demokrasi yang tinggi tetapi sebahagian besar cenderung pesimis menatap masa depan sebuah demokrasi lokal. Untuk itu diperlukan sebuah etika administrasi publik yang berbasis lokal  untuk memangkas jalur birokrasi yang cenderung ”korup” 
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� Deskripsinya adalah Kuil dengan atap--- integritas nasional, ditopang pada kedua sisinya oleh serangkaian pilar, masing masing pilar unsur dari sistem integritas nasional, pada sis satu ada pilar kelembagaan—peradilan, parlemen, auditor negara, ombudsman, media yang bebas serta masyarakat sipil, diatas atap kuil ada tiga bola bundar yang dinamakan sebagai ” mutu kehidupan”, tatanan hukum dan pembangunan berkelanjutan. Tiga bola bundar ini bertujuan pentingnya untuk menjaga atap supaya tidak meluncur ke bawah, kuil ini dibangun atas dasar kesadaran publik dan nilai nilai masyarakat , dsan pada dasarnya pilar pilar tersebut akan berbeda pelaksanannya kalau di ambil kasus atau contoh di beberapa negara yang integritas nasional dalam memberantas korupsinya cukup tinggi. 


� Grounded Theory hampir sama dengan penelitian lain dalam penelitian kualitatif , dimana sumber data yang digunakan tetap sama yaitu observasi lapangan dan wawancara, begitupun dengan berbagai jenis dokumen yang digunakan. Para praktisi prosedur penelitian Grounded Theory berada pada posisi yang berbeda dengan peneliti kualitatif lainya, dimana para peneliti dengan memakai metode Grounded, harus bertanggung jawab sebagai peneliti interpretative.  Metode  ini menguraikan beberapa prosedur yang membuatnya menjadi efektif dan sangat berpengaruh prosedur tersebut adalah perbandingan konstan, mengajukan pertanyaan yang bersifat generatif, kerangka penelitian untuk memadatkan konsep dan variasi integrasi konseptual. 


� Nagari Kapau Kabupaten Agam, Nagari Pariangan Kabupaten Tanah Datar, Nagari Panyakalan kabupaten Solok.


� Berdasarkan pengaduan sdr Fakhrizal yang menjabat sebagai ketua LPMN kapau memberikan surat pertanggal 27 maret 2009  pengaduan kepada Bupati Agam pada waktu itu (Aristo Munandar) bahwa:


wali nagari kapau  periode 2006-2012 telah melakukan pengggelapan dana Negara dan dana goro budansanak arahan bupati Agam tahun 2008 


Laporan SPJ keuangan yang telah dikirim ke Bupati Agam dengan tembusan dinas sosial merupakan hasil rekayasa dari wali nagari kapau dan kenyataannya tidak sesuai dengan kondisi fisik dilapangan. 


Dalam pekerjaannya wali nagari tidak pernah berkoordinasi dengan LPMN kapau yang semestinya dikelola dan dilaksanakan oleh LPMN kapau





Kemudian adanya Surat masyarakat Nagari kapau pada tanggal 2 desember 2008 ke pada Bamus nagari Kapau sebagai perwakilan legislatifnya nagari yaitu: 


Pengakuan wali nagari kapau di hadapan ikatan perantau keluarga kapau di Jakarta –Bandung pada bulan Mei yang menggatakan bahwa wali nagari kapau dan ninik mamak VI suku menerima uang fee (pitih cindua)dari hasil penjualan tanah nagari kapau di P. banyak untuk keperluan pasar ternak kota Bukittingi yang jelas telah melanggar UU adat nagari kapau tahun 1955.


Sikap nagari kapau yang tidak perduli terhadap kelancaran pelaksanaan pekerjaan di nagari


Wali nagari kapau menutupi kepada masyarakat kapau laporan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan menuju rumah wali nagari kapau di jorong lading laweh yang menelan dana ratusan juta rupiah yang berasal dari dana bantuan nagari kapau dan APBD kabupaten.


� Lihat Bab III, pasal 3 Peraturan Bupati Tanah Datar no 13 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan keuangan nagari.


� Khusus untuk Nagari Panyakalan Korupsi tidak hanya terjadi dalam hal keuangan,tetapi dari hasil penelitian dilapangan tanggal 9 September 2013, peneliti juga menganalisis korupsi dalam hal melakukan pelayanan , sehingga peneliti membuat sebuah asumsi labeling  ada “ pembiaran untuk melakukan korupsi “ 


� Korupsi yang menunjukan adanya kesepakatan yang timbal balik antara pihak yang memberi dan menerima keuntungan , dimana  kedua belah pihak sama sama aktif menjalankan perbuatan tersebut.


� Korupsi yang berupa dimana pihak pemberi dipaksa menyuap supaya tidak menimbulkan kerugian  yang mengancam dirinya. 


� Korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang dan jasa.


� Korupsi yang meberikan perlakukan khusus pada pertemanan.


� Korupsi yang dilakukan oleh individu karena mempunyai kesempatan untuk memperoleh keuntungan  dari pengetahuan dan pemahaman atas segala sesuatu yang hanya diketahuinya seorang diri. 


� Suatu tindakan korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan. Perilaku korupsi secara individual tersebut sangat menguntungkan bagi para actor Negara  yang beraktivitas dalam birokrasi pemerintahan.
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